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__mmunu*r KONVENSE WINA TAHUN 1969 L

Oieh' Usmawadl S H

: Peryan]zan-penan]zan mtemaszonal adakalanya_
-menuat juga ketentuan-ketentuan yeng tidak e
Ias kabur. bahkan bertofabbefakang Di samping
. _zz‘u pef‘k mbangan«perkembangan yang teradi
pad asyamkar mternaszonal menyebabkan ke
tentuan ketentuan yang ada hams ‘ditafsirkan
agar dapat dzap!zkaszkan Berikut ini tinfauan me-
ngenai dengan cara bagazmana mrrepetasz ter :

sebur dzlakukan

Pendahuluan

Dapat dlkatakan bahwa mterpretam
tidak diperlukan apabila pengertian is-
tilah-istilah dalam suatu perjanjian su-
dah jelas, karena interpretasi adalah
penjelasan dari istilah-istitah dalam su-
atu: perianjian, jika arti istilah-stilah
itu, mempunyai. kegandaan atau -ke-
tidakjelasan  dan .para .pihak . mem-
punyai pengertian yang berbeda serta
tidak mampu membenkan pengertian
pada istilah-istilah itu. Dalam meng-
mterpretasxkan peqanﬁan internasional
yang men]adx permasalahan adalah
mengenal ‘bahan- bahan yang, dlper-
gunakan

Interpretasx bertujuan untuk mert-
Jelaskan maksud yang sebenarnya dan
para pihak dalam suatu perjanjian dan

1) Dharma Pratap., "Interpretation of Trea-
tities—Use of Intrinsic and Extrinsic
Materials.”, dalam Agrawala, SK., "Es-
Syas on the Law of Treaties” Orient
Longman, New Delhi, 1972, Hal.55

2)' O’Connell.,

bukan menghalanginya 2. Interpret'
dapat dilukiskan sebagai suatu 'ke-:
wajiban untuk. memberikan penjeiasan
mengenai maksud-maksud para pihak
sebagalmana dmyatakan dalam kata.
kata yang mereka gunakan dlpandang
dari segi keadaan keadaan yang, menge-
himgmya 3 _

Untuk menjelaskan maksud para pi»
hak ini bukanlah suatu pekerjaan mu-
dah, seperti dinyatakan oleh Lauter-
pach;® “the electing of the intenton
of the parties is not normally a task.
which can beperformed exclusively by.
means of logical or grammatical in-
terpretatzon , yaitu mendapatkan mak-

sud para pihak bukanlah suatu peker-- -

jaan biasa yang dapat dilakukan secara

VInternational Law®’, Vol.
1, Stevens dan Sons, London, 1970, Hal.
251

3) Mec. Nair., "The Law of Treaties., Ox-
ford at Clarendan Press 1961, Hal.
365

4} O’Connell., Op. Cit, Hal. 251



masaiah mterpxetam d:atur

bahésan dalam tuhsan sederhana ini
akarn - éxbagl menjad; Beberapa
aliran’ dafam 1nterpreta31 perjanpan in-

ternasional; —Interpretam menurut kon—_

vensi Wina tahun 1_969 dan 61 akhiri
éengan kesnnpulan se‘oagal penuiup
tuhsan 1n1

Beberapa Ahran i)aiam Interpretasx
Perjanjian Internasional,” ] :
w:8eperti disebutkan di’atas bahwa
sampai sekarang belum ada keseragam-
an-mengenal cara interpretasi dan da-
tam* struktur = hukum * internasional

sekarang -ini’ belum ada suatu badan

yang berwenang untuk memberikan

interpretasi terhadap perjanjian inter-.

nasionial yang mengikat semua, negara.
Interpretasi perjanjian internasional la-
zimnya dilakukan oleh setiap negara

menurut - ketentuan “hukum' nasional-

mereka: masing-masing, baik-oleh peng-
adilan atau pemermtahnya ‘Atan per-

janjian ‘internasional itu sendiri mem-
berikan kewenangan ' kepada suatu

Mahkamah ad hoc ataw” Mahkamah
Internasional untuk menginterpretasi-

kan pe;}anjlan 1tu 5 Dalam sermiua per-

3} lan Browndie.,
International Law’), 3rd.

tidakiah meng-- -

Prmcxp tes of Public’

jan_]xan antara Indonesm dengan negara - -

lain selalu chmuat ketentuan yang me-
ngatur cara penyelesaxan apabﬂa ter-
jadi kesala}unengeman tentang inter-
preta51 "Contoh pasal 1II Perjaniian
antara Indonesia dan Malaysm tentang
Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
kedua Negara di.. Selatan.:Malaka;
menentukan :
~ Setiap persehslhan antara kedua_
© Pihak yang timbul dari penafsiran
“dan pelaksanaan perjanglan ini akan..
“diselesaikan secara damai melalui
“musyawarah atau perundingan”.
Kembali kita pada pokok masalah,
bzhwa dalam hukum internasional
dikenal tiga (3) aliran mengenai inter-
pretasi  perjanjian mternasmna.i ya-
itu: e

i. Intenﬂon school
2. Textual school; dan
3. Teleological school
ad 1 Intention school
~Aliran yang berpegang pada ke-
"Ih_endak_ para pembuat perjanjian
_terlepas dari teks perjanjian itu.
Aliran ini menggunakan secara
‘Juas pekerjaan pendahuluan (pre-
paratory work) dan bukti-bukii
lain yang menggambarkan Ke-
" hendak dari para pihak pembuat
'perjamlan

ad 2 Textua] school.

~“Aliran ind berpendapat bahwa
terhadap naskah perjanjian hen-

“daknya diberikan arti yang lazim

- diberikan dan terbaca dari kata-
* kata itu; Maka menurut aliran

6) Micke Komar., “'Beberapa Masalah Po-

kok Konvepsi Wing tghun 1969 Ten-
tang Hukum Perjanfian Internasional”,
Diktat untuk S1 dan 82, Fak. Hukum
UNPAD, Bandung, 1981, Hal. 42. Lihat
juga Dharma Pratap., Op. Cit, Hal.535

Feanns T00
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__....ini unsur terpenting adalah nas-

*kah perjanjian dan _ kemudian
baru kehenddk para plhak ‘pem-
'erjanj' n serta niaksud dan
tujuan' dari’ pér;anpan aliran ini
1eb1h dlkenai dengan resmctwe
mterpretarzon

ad3.:
. . Teleological . adalah ahran yang
‘“-'...menltzk——heratkan ' mterpretam
'dengan mehhat pada maksud
n"tu;uan unum dari | perjanji-
me an, terlepas dari kehendak sermu-
‘Ia para. pembuat per;anjxan De-
-~ ngan demikian naskah perjanjian
© “dapat diartzkan secara Juas dan
"dltambah pengertlannya selama
masih sesuai atau sejalan dengan
tujuan umuni tersebut dan dapat
berbeda dengan kehendak semu-

la para pembuat perjanjian.

Teleological school

Perslu juga dicatat di sini bahwa
Mahkamah Internasmnal dalam  me-
mutuskan suatu perkara mengenai
mterpreta31 pertama—tama mengguna-
kan teks perjanjian dilihat dalam kon-
teks. (151 keseluruhan) dari perjanjian,
yaitu me]xpuil pembukaan dan lampir-
aniamp;ran setmp persetujuan atau
mstrumen mengenai perjanjian dan
penenmaan perjanjian  jtu,” Mahka-
mah juga menggunakan preparatory
work dan lazimnya hal sama dilakukan
oleh . para pihak . ‘yang bersengketa
didepan Mahkamah., =

Selanjutnya Mahkamah juga meng-
gunakan principle of subsequent prac-
fice. Sejauh praktek-praktek nega-
ra dalam hal penerapan dan pelak-
sanaan ketentuan-ketentuan perjanjan
merupakan suatu bukti mengenai apa

7) Ian Brownlie,. Op. Cit, Hal.62§

 Hukum dan Pembangunan

yang menjadi objek dan tu_;uanxper-
Jan_;zan itu yang sebenarnya. Pengg _
an prznc;ple of subseguent practzce
cenderung ‘kepada teleologzcal inter
pretation, terutama berkenaan dengan
interpretasi perjanjian-perjanjian multi-,
lateral ‘yang bersifat dan berisi kaedah.
kaedah umum. Karena berjanjian de.
mikian adaka!anya mengalami .per-
ubahan dalam . pelaksanaannya ° dan'_
te:penodmh oleh _perkembangan - pen-
dapat dan praktek para pesertanya, -
Mahkamah juga melaksanakan sedapat.
mungkm principle of effectwenesé
di mana suatu per;anpan dunterpretam~
kan sedemikian rupa sehingga mem.’
berikan efék hukum kepada ob_;ek
dan tu;uan perjanjian itu sesuai dengan
arti yang lazim  dari kata-kata dan
bagian perjanjian tersebut.® '

Demikianlah secara singkat tentang
aliran-aliran yang berpengaruh dalam
interpretasi perjanjian mtemasmna},
yang walaupun terdapat perbedaan.
mengenai bahan-bahan yang diguna-
kan, tapi mempunyai tujuan - yang
sama. Sama-sama  bertujuan  bahwa
interpretasi itu sdalah menjelaskan
maksud-maksud yang sebenarnya dari:
para pihak pembuat suaty per;anjmn
internasional,

Interpretasi Menurut Konvensi Wina _
Tahun 1969.

Konvensi Wina tahun 1969 memuat
aturan mengenai interpretasi hanya da-
fam dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal
32, Oleh sebab itu tepat apa yang di-
nyatakan oleh Mieke Komar, bahwa:9) -
"Konvensi ini: tidak memuat semua
cara-cara -interpretasi yang lazim di-
praktekkan,

8) Micke Komar., Op. Cit, Hal. 43—44

9) Ibid, Hal 44
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hanya mengkodxﬁkas:kan beberapa
pnrmp ya_ng dianggap ‘sebagai aturan-
aturan mum _ interpretasi pex]anpan

Mengenaa pasal 31 dan pasal 32 ini,
1eb1h lanjut belian menyatakan: 19
" VIsi pasal 31 hendaknya ¢ dibaca se-

y sa _(oblzgarory), sedangkan
‘-aturan-aturan dalam pasal 32 adalah
x _aturan tambahan yang t;dak di-
n wa}ab}«;an

‘Untuk lebih jelasnya ketentuan-keten-
tuan'pasal tersebut adalah: A
Pasal 31: Aturan Umum Interpretasi.

1. Suatu peqanjian diinterpretasikan
dalam itikad baik  (good faith)
sesuai dengan pengertian yang lazim
d:benkan pada istilabeistilah dari

_perjaniian  dalam konteks dan di-
~pandang dari maksud dan tujuan-
nya;

2. Konteks untuk maksud interpretasi
suatu perjanjian mencakup tambah-
an pada teks, termasuk preamble
dan lampiran-lampiran :

a. Setiap persetujuan berkenaan de-
ngan perjanjian yang dibuat an-
tara semua pihak berkaitan de-
ngan penutupan perjanjian ;

b. Setiap instrumen yang dibuat

" ‘oleh satu atau lebih pihak ber-
kenaan dengan penutupan per
janjian dan diterima oleh pihak-
pihak lain sebagai suatu instru-
men yang berhubungan dengan
perjanjian.

16} Ibid.
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3. Harus diperhatikan - bersama-sama
dengan konteks :
a. Setiap persetujuan antara plhak‘
pihak mengenai interpretasi per-
“janjian atau aplikasi ketentuan.
- nya; -
b. Setiap praktek kemudian daiam
penerapan perjanjian yang mem-
- bentuk persetujuan antara pihak-
pihak mengenai interpretasinya; -
.c. Setiap ketentuan hukum inter
nasional yang relevan yang dapat
dipakai-dalam hubungan antara
pihak-pihak.

4, Suatu pengertian kimsus dapat di-
berikan pada suatu istilah jika para

‘pihak menetapkan maksudnya de—
- mlkzan

Pasal 32 Cara-cara tambahan mter»
pretasi.

»“Usaha lain yang dapat dipakai
sebagai cara tambahan interpretasi;
termasuk pekerjaan pendahuluan
perjanjian dan keadaan pada saat
penutupannya, supaya memperkuat
pengertian penerapan pasal 31, atau
untuk menetapkan pengertian inter-
pretasi menurut pasal 31; :

a. memberikan arti ganda atau ka-
bur; atau o

b. menghasilkan arti yang menun-
jukkan tidak masuk akal atau
tidak layak™.

Kalau hanya membaca ketentuan
yang termuat dalam pasal 31 dan-
pasal 32 kiranya belum membenkan
kejelasan, maka untuk jtu perlu mem-
perhatikan komentarkomentar dan
pendapat-pendapat tentang kedua pa-
sal ini pada saat penyusunannya. Da-
lam komentar pasal 27 yang merupa-
kan rancangan pasal 31, dinyatakesn

Frread TOOD
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bahwaipasal ini:didasarkan pada ang-
gapan bahwa teks (naskah) perjanji-
an: fhpandang sebagal ungkapan oten-
tik  dari-maksud ‘para pihak, oleh ka-
rena’itu titik-tolak interpretasi adalah
menjelaskan arti teks (naskah); bukan
maksud ‘darj para pihak 1.
:+'Pasal:31 ayat. (1)-memuat tiga asas
vang:terpisah, . yaitu::Pertormi - inter-
pretasidengan itikad ‘baik (good faith)
yang: diambil secara:langsung dari ke-
tentuan: pacta .sunt: servanda.. Kedua,
prinsip vang sangat prinsipiil dari pen-
dekatan textual, yaitu . pihak-pihak
dianggap mempunyai . maksud yang
tampak ‘dari: arti yang lazim dari isti-
1ah- 1stalah yang mereka gunakan. Keti-
£a, arti yang lazim (ordinary mieanng)
tidak ditetapkan menurut teorj tetapi
pada konteks perjanjian dan dipandang
dari maksud dan tujuan perjanjian.12)

- Pasal 31 ayat.(2) memuat dua kia-
siftkasi dokumen,13) .oleh karena itu
berarti berdasarkan ketentuan avat ini
suatu.dekumen unilateral tidak dapat
dianggap. sebagai  bagian .dari konteks
dalam: ‘pengertian. pasal 31. Kecuali
walaupun pembentukannya tidak ber-
kaitan dengan . penutupan perjanjian,
tapi hubungznnya dengan perjanjian
dalarn cara yang sama disetujui oleh
pihak-pihak Jain. Pengkategorian ini
adalah suatu usaha uyniuk mencari
arti yang lazim dari istilah-stilah
perjanjian.

Kedua dokumen dalam pasal 31 ayat
(2) harus. d:akm sebagai unsur otentik
mterpretam yang. diperhatikan bersa-
ma-sama dengan konteks ini adalah
penting, _Karena_' telah diakui bahwa

11): AJLL., Yol 61 No.1 tahun 1967

12) Ibid, Hal. 355 .

13) Linhat ketentuan pasal 31 ayat {2) di
' “atas,

" Hubum dan Pembangur_;gi_z N

suaty - persetu;uan diadakan untuk
mengmterpretasxkan ketentuan kete -
tuan ' tertentu suatq’ perjanjlan 1z
dibuat sebelum dan pada saat penutup-
an perjanpan ditaati sebagai dari.
perjanjian itu. Dem;kmn juga’ suatu
persetuluan untuk mengmterpretam-
kan ketentuan suatu perjanjian yang
dicapai setelah penutipan  perjanjian
dmyatakan sebagal suatu interpretasi
otentik 14 Contoh perjanjian yang di-
capax setelah penutupan suatu’ perjan.
jian  adalah Persetujuan Mengenzu
Interpreias: dan Aplikasi Pasal VI, XV1

dan XXIII Persetujuan Umum ten-

tang Perdagangan dan Tanf (GATT)
tahun 1979,

Selanjutnya yang harus dzperhltung- ]
kan bersama-sama dengan konteks agda:
lah” Setiap praktek kemudian dalam |
aphkasx peijanjian yang membentuk
kehendak para pihak mengenal inter-
pretasi perjanjian”. Ini adalsh penting
untuk mendapatkan fakta-fakta ob.
jektif “dari. kehendak para pihak me-
ngenai arti' perjanjian. Mengenai prak-
tek kemudian ini Fitmaunes mefnya-
takan: %)

.cara lain (recource) didzlam
praktek dan tindakan kemudian
dari para pihak dalam hubungannya
dengan perjenjian adalah dibenar
kan dan mungkin diperfukan sekali
untuk mencapal hasil terbaik dan
rakta yang lebih dlanda}kan .me-
ngena; apakdh mterpretasmya ada-
lah benar”,

Berkenaan dengan cara lain (recource)
sebagal suatu cara interpretasi ini telah

18} ALL., Op. Cit, Hal. 356

18) Dikutip dari Harris., "Cases and Mate-
rigls on International Law.”, Sweet &
Maxwell, London, 1979, Hal. 621
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ditetapkan ‘dalam yurisprudensi Mah-
‘makah ‘Permanenat. - Di -dalam pen-
3ciapatnya mengenai the’ Competence of
the 110 to Reguiate Agnculture dx—
nyatakan 15) '

MIF ‘there were. any amblgmty, the

Court might, for the purpose of

" arriving at the irue meaning, con-

" sider -the action whmh ‘has been
p ';taken uncier ’Ireaty '

T; ad1 apablla terdapat keka‘i}uran d1per~
kenankan: bagi Mahkamah untuk mern-
pertimbangkan tindakan ying telah di-
lakukan menurut perjanjian. Tindakan
di sini maksudnya adalah praktek-prak-
tek yang dilakukan oleh para pihak
dalam ‘suatu pérjanjian. Dan prakiek-
prakiek “itu ‘mencerminkan penginter-
pretasian  dari  ketentuan-ketentuan
perianjian itu yang dianggap kabur.
Selanjutnya yang harus diperhati-
kan bersama-sama dengan konteks ada-
lah ”set1ap ketentuan ~hukum inter-
nasional “yang relevan yang “dapat
dipakai dalam hubungan antara pihak-
pihak”. Ketentuan ini dapat menim-
bulkan ketidakpastian, - karena - apa
yang dimaksud dengan hukum inter-
nasional di sini tidak jelas. Apakah
hukum internasional yang ada pada
saat penutupan, suafy perjanjian atau
juga yang daadakan setelah itu? Juga
akan menjadi sangat luas jika di-
hubnngkan dengan. ketentuan pasal 33

ayat (1) Statuta Mahkamah Internasio-

nal, karena hukum mternasaonal dapat
bersumber dari: (1) pexjanjian-perjanji-
an internasional; (2) kebiasaan inter-
nasional; (3) asas-asas hukum umum;
dan (4) ajaran para sarjana dan kepu-
tusan pengadilan.

16) Terkutip dalam A.LLL., Op. Cit, Hal.
357
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- Unsur “setiap ketentuan hukum in-
ternasional yang relevan yang dapat
dipakai dalam hubungan antara pihalc-.
pihak”, sebelum dicantumkan dalam
ayat (3), pada teks yang diterima: ta-
hun 1964 termuat pada ayat (1), yang
menyatakan bahwa, inter-alia, penger-
tian yang lazim diberikan pada istilah-
istilah suatu perjanjian dipertimbang-
kan” di pandang.dasi sudut ketentuan
umum hukum internasional yang ber-
iaku saat penutupannya.’” Setelah:pe-
meriksaan kembali, kemudian Komisi
berpendapat bahwa rumusan yang .di-
gunakan dalam teks tahun. 1964
telah tidak memuaskan, karena hanya
mencakup sebagian persoalan ciari_ap__a
yang disebut hukum inter-temporal da-
lam aplikasinya bagi interpretasi per-
janjian dan dapat, berakibat menim-
bulkan kesalahan-pengertian. Juga di-
pertimbangkan bahwa, dalam suatu
kejadian, relevensi ketentuan hukum
internasional untuk menginterpretasi-
kan perjanjian dan dapat, berakibat
menimbulkan  kesalahan-pengertian
juga dipertimbangkan bahwa, dalam
suatu kejadian, relevansi ketentuan
hukum internasional untuk menginter-
pretasikan perjanjian digantungkan
pada maksud para pihak, dan bahwa
usaha untuk merumuskan suatu keten-
tuan yang secara komprehensip men-
cakup unsur temporal telah menemui
kesulitan. Oleh karenanya Komisi
menghilangkan unsur temporal dan
menunjuk - pada ketentuan hukumin-.
ternasional yang:tertulis dalam ayat
(3.c). Pada saat yang sama, dipertim-
bangkan pada teks maupun pada kon-

tek seperti - ditentukan dalam - ayat
2 17

17) Ibid, Hal, 358
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-~ Pasal .31 ayat - {4) ‘membenarkan
para- pihak -memberikan ' pengertian
khusus.-pada istilah suatu. perjanjian.
Penggunaan. arti ‘khusus . bagi istilah
ddlanti:suatu; perjanjian ‘ini 1elah di-
tetapkan dalam -keputusan Mahkamah
Permanent."Dalam keputusannya ta-
hun+1933" berkenaan ‘dengan pendi-
rian Norwegia dalam kasus “’the Legal
Status:‘of ' Easterri” Greenland™ - yang
berpendirian: “’tidakkah ‘legislatif dan
eksekutif abad ke XVII vang dilaku
kan“oleh Denmark merupakan bukti
pelaksanaan kedaulatan Denmark, kata
"Greenland” tidak digunakan dalam
‘pengertian - geografis, tapi diartikan
‘bagi Kolonikoloni atau wilzyah koloni
di- pantai*‘Barat”. Dalam kasus ini
Mahkamah menyatakan: 18

“This is a point as to which the
burden . of proof. lies on Nornvay
.the: geographical meaning of the
Word - CGreenland” fe. the name
‘which is . habitually used in the
mdps- 1o . denominate  the whole
Jisland, st be regarded as the
ordinary meaning -of the word
If it is-alleged by one of the Party
that some unsual or excepsional
meaning is to be atributed to it,
it lies on that Party to establish
its.contention. In the opinion of
- Court, Norway has not succeded
in establishing her contention”

Dari keputusan di atas, nampak bagi
kita bahwa bagi Denmark yang mem-
berikan pengertian khusus untuk kata
“Greenland” telah dibenarkan oleh
Mahkamah Permanen, akijbatnya Nor-
wegia tidak berhasil memperiahankan

18) Terkutip dalam Mc, Nair, Op. Cit, Hal.
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pendiriannya. Dikemukakannya kasus
di .atas adalah untuk memperlihatkan
bahwa - pemberian pengertian khusus
pada . istilah-istilah  tertentu ‘dalam
sualu perjanjian memang -sebelung -di-
muat dalam Konvensi ini telah diakyj
oleh hukum internasional, :

Pada akhirnya ketentuan pasal 32
mengenai cara-cara tambahan inlerhre-
tasi, yakni termasuk pekerjaan pen.
dahuluan dan keadaan-keadaan pada
saal: penutupan suatu perjanjian. JPa-
kerjaan pendahuluan dalam arti wmum
adalah catatan tentang penyusunan su-
atu perjanjian, termasuk catatan pe-
rundingan di antara negara-negara yang
turu: membuat dan dalam beberapa
hal catatan kerja dari badan-badan ahii
yang independen’® Berkenaan .de-
ngan pekerjaan pendahuluan ini Mc.
Nair, menyatakan: 20)

"Tentu saja ape pun nilainye dalam pe-
kerjaan pendahuiuan dimungkinkan un-
tuk menghasilkan maksud bersmma yang
sebenarnya pihak-pihak, seperti yang di-
mungkinkan dalam membicarakan Stiaruy
draft terakhiv yang didiskusitarn oleh
masing-masing pinak atai dengan (mela-
Iut) pertukaran surat menyurat di antarg
mereka’,

Fekerjaan pendahulvan ini juga meli-
puti laporanaporan vang dibuat oleh
suatu delegasi kepada pemerintahnya
mengenai apa yang mereka kehendaki
untuk mengartikan suatu ketentusn
perjanjian. Bahan-bahan yang tercakup
dalam pekerjaan pendahuluan inj se-
perti disebutkan di atas merupakan
bahan interpretasi perjanjian interna-
sional terpenting bagi para penganut
Tintention school”.

Sedangkan yang dimaksudkan de-

1%) Harris., Op. Cit, Hal. 624
28) Mc. Nair., Op, Cit, Hal. 421
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ngan keadaan pada saat penutupan

conclusion), seperti dinyatakan oleh

Reporter “Komisi khusus"Hukum It -
terriasional adalah” setiap  keadaan

yang ada dan kontek historis yang

ada pada saat perjanjian- ditutup” 2D .

Kemudian kata tambahan (supplermen-

tary):Kata ini hanya untuk menegas-__,
kan bahwa “pasal 32 ndak dlmaksud-
steatu. . altematlf _yang

kan -sebagai
berdiri sendiriy tapi- hanya merupakan
cara-cara untuk membantu interpretasi
yang diatur oleh pasal 31. Sebagaima-
na dinyatakan oleh Sinclair: 22

k& pembedaan antara. ketenfuan,
UL mterpxetasa dengan cara-cara.
tambahan ‘interpretasi dimaksudkan
untuk menjamin bahwa cara-cara tam-

bahan 'bukan merupakan suaty; alter- I

natif, .

Dengan demikian berarti pasal 32
hanya berfungsi sebagai bahan-bahan
tambahan interpretasi perjanjian infer-
nasional menurut pasal 31, bukan se-

baga “Suatu’ cara “atan metode inter-
pretasi yang berdiri sendiri. Bahan-ba- -

han yang diperiukan setelah cara
atau metode yang di-atur dalam pasal
31 telah. digunakan, tetapi .masih
menghasilkan pengertian yang kabur
‘atau kegandaan atau juga masih meng-
hasilkan pengertian yang ‘tidak masuk
akal atau berlebihan.

Kesimpulan. .

“Penginterpretasian suatu perjanjian
internasjonal diperlukan, jika pengerti-

an  dari” 1st1lah-1stﬁah atau kata yang

terdapat dalam perjanjian itu tidak

21) Harris., Op. Cit, Hal. 626

22} Sinclair., "The Vienna Convention on
the Law of Treaties’ Manchester Uni-
versity Press, 1973, Hal. 72

- umum, yaitu dalam pasal 31 dan pasal ©
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]elas sehingga menimbulkan kekaburan

suatu perjanjian {circumstances of its**""atau kegandaan. Dalam menginterpre-

tasikan perjanjian internasional dalam
struktur hukum internasional sampai

_sekarang belum terdapat suatu badan

yang berwenang untuk memberikan in.

‘terpretasi« perjanjian yang mengikat

semua negara. Akibatnya terdapat per-.

~ bedaan pandangan mengenai bahan-
: bahan yang, dipergunakan, -untuk . 1tu-
melahirkan beberapa alirani™ '

~Terdapat-tiga aliran-dalam interpre-
tasl perjanjian internasional, yaitu: 1)
intention school, aliran yang berpe-
gang pada kehendak+para: pembuit
perjanjian, terlepas dari teks pertianji-

“an; 2) fextual school, aliran yang me-
- ngutamakan naskah perjanjian dan ke-
_:mud1an baru_kehendak para pembuat

petjanjian . serta. maksud dan tujuan
perjanjian; dan 3)| teleological school,
aliran yang mengutamakan maksud
dan tujuan umum perjanjian terlepas
dari kehendak semula pembentuk per-
3an31an
“Bahwa dlaiurnya masalah mterpre_
tasi - perjanjian  internasional dalam’
Konvensi Wina tahun 1960 secara

32. Kedua pasal ini hendaknya di- .
baca sebagai setu kesatuan, tidak ter- °
pisah satu sama lain. Dan kedua pasal
ini hanya menyebutkan bahan-bahan *
yang digunakan dalam interpretasi, :
namun tidak menentukan bahan mana
yang diutamakan atau hanya mempa-
kan pilihan. Dengan sendirinya ‘berarti -

konvensi Wina tahun 1969 memberi- & -

kan kebebasan bagi pihak yang ter ..
sangkut dalam “sengketa mengenai in-
terpretasi untuk menggunakan bahan
apa pun tergantung kepada kebutuhan
bersama mereka. Dengan catatan ba-
han apa pun yang dipergunakan namun
interpretasi itu harus dilakukan dengan
itikad baik.®** '
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